
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4287); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat clan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

ten tang 
dalam 

Nomor 13 Tahun 1950 
Daerah-daerah Ka bu paten 

U ndang-U ndang 
Pembentukan 

1. Mengingat: 

BUPATIKARANGANYAR, 

a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan 
pendapatan serta penerapan Pola Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah yang efektif dan efisien 
maka perlu melaksanakan kerjasama; 

b. bahwa agar pelaksanaan kerjasama sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan baik dan 
optimal, perlu adanya pedoman bagi Badan Layanan 
Umum Daerah dalam melaksanakan kerjasama; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Kerja Sama Daerah Pada Badan Layanan Umum 
Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 
Kabupaten Karanganyar. 

Menimbang: 

KERJA SAMA DAERAH PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

BUPATIKARANGANYAR 
PROVINSI JAWATENGAH 
PERATURANBUPATIKARANGANYAR 

NOMOR o,-TAHUN 2017 

TENT ANG 

BUPATI KARANGANYAR 
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 

NOMOR ^T A H U N  2017

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

M enimbang :

M engingat :

BUPATI KARANGANYAR,

a. bahw a dalam  rangka pen ingkatan  m u tu  pelayanan  dan 
p en d ap a tan  serta  penerapan  Pola Pengelolaan K euangan 
B adan  Layanan Um um  D aerah yang efektif dan  efisien 
m aka perlu  m elaksanakan  kerjasam a;

b. bahw a agar pe laksanaan  kerjasam a sebagaim ana 
d im aksud  dalam  h u ru f a  d ap a t berja lan  dengan baik dan  
optim al, perlu  adanya pedom an bagi B adan  Layanan 
U m um  D aerah  dalam  m elaksanakan  kerjasam a;

c. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana d im aksud  
h u ru f  a  d an  h u ru f b, perlu  m enetapkan  P e ra tu ran  B upati 
ten tan g  Kerja Sam a D aerah Pada B adan Layanan Um um  
D aerah  (BLUD) R um ah Sakit U m um  D aerah (RSUD) 
K abupaten  K aranganyar.

1. U ndang-U ndang Nomor 13 T ahun  1950 ten tang
P em ben tukan  D aerah-daerah  K abupaten  dalam
Lingkungan Provinsi Jaw a  Tengah;

2. U ndang-U ndang Nomor 28 T ahun  1999 ten tang
Penyelenggara Negara yang Bersih d an  B ebas dari Korupsi, 
Kolusi d an  Nepotisme;

3. U ndang-U ndang Nomor 17 T ahun  2003 ten tan g  K euangan 
Negara (Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2003 
Nomor 47 T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4287);

4. U ndang-U ndang Nomor 1 T ahun  2004 ten tang
P erb en d ah araan  Negara (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2004 Nomor 5 , T am bahan  Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. U ndang-U ndang Nomor 33 T ahun  2004 ten tang
Perim bangan K euangan A ntara  Pem erin tah  P u sa t dan  
Pem erin tahan  D aerah (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2004 Nomor 126, T am bahan  Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4502, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
171,Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia 
Nomor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4761); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 
Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah 
Daerah Dengan Pihak Luar Negeri; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 
Tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerja 
Sama Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 
Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah; 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 
Nomor 5); 

6. U ndang-U ndang Nomor 12 T ahun  2011 ten tang
P em bentukan  P era tu ran  Perundang-U ndangan  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 82, T am bahan  
Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 5234);

7. U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tang
P em erin tahan  D aerah (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2014 Nomor 244, T am bahan  Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaim ana 
te lah  d iubah  beberapa  kali te rak h ir dengan Undang- 
U ndang Nomor 9 T ahun  2015 ten tan g  P erubahan  Kedua 
a ta s  U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tang  
P em erin tahan  D aerah (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2015 Nomor 58, T am bahan  Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. P e ra tu ran  Pem erintah Nomor 79 T ahun  2005 ten tang  
Pedom an Pem binaan dan  Pengaw asan Penyelenggaraan 
P em erin tahan  D aerah;

9. P e ra tu ran  Pem erintah Nomor 23 T ahun  2005 ten tang  
Pengelolaan K euangan B adan Layanan Um um  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia T ahun  2005 Nomor 48, 
T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4502, sebagaim ana telah  d iubah  dengan P era tu ran  
Pem erin tah  Nomor 74 T ahun  2012 ten tan g  p e ru b ah an  a ta s  
P e ra tu ran  Pem erintah Nomor 23 T ahun  2005 ten tang  
Pengelolaan K euangan B adan Layanan U m um  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  T ahun  2012 Nomor 
171,T am bahan  Lem baran Negara republik  Indonesia 
Nomor 5340);

10. P e ra tu ran  Pem erintah Nomor 71 T ahun  2010 ten tang  
S ta n d ar A kuntansi Pem erintahan;

11. P e ra tu ran  Pem erintah Nomor 27 T ahun  2014 ten tang  
Pengelolaan B arang Milik N egara/D aerah ;

12. P e ra tu ran  Pem erintah Nomor 50 T ahun  2007 ten tang  
T ata  C ara  P elaksanaan  K erjasam a D aerah  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia T ahun  2007 Nomor 112, 
T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4761);

13. P e ra tu ran  M enteri Dalam  Negeri Nomor 17 T ahun  2007 
ten tan g  Pedom an Teknis Pengelolaan B arang  Milik Daerah;

14. P e ra tu ran  M enteri Dalam  Negeri Nomor 3 T ahun  2008 
T entang  Pedom an P elaksanaan  K erjasam a Pem erintah 
D aerah  D engan Pihak Luar Negeri;

15. P e ra tu ran  M enteri Dalam  Negeri Nomor 19 T ahun  2009 
T entang  Pedom an Peningkatan  K apasitas Pelaksana  Kerja 
Sam a D aerah;

16. P e ra tu ran  M enteri Dalam  Negeri Nomor 22 T ahun  2009 
T entang  P etun juk  Teknis T ata C ara K erjasam a D aerah;

17. P e ra tu ran  D aerah Provinsi Ja w a  Tengah Nomor 5 
T ahun  2013 ten tan g  Penyelenggaraan Kerja Sam a D aerah 
(Lem baran D aerah Provinsi Ja w a  Tengah T ahun  2013 
Nomor 5);



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten 

Karanganyar. 
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar. 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Karanganyar. 

4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah 
Ka bu paten Karanganyar. 

5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara 
paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat 
jalan dan gawat darurat milik Pemerintah Daerah. 

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang 
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat berupa penyediaan barang dan/ a tau jasa yang 
dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KERJA SAMA DAERAH PADA 
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR. 

18. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2013 Tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang 
Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 79); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 
2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar 
Tahun 2009 Nomor 14); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 
Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 
2014 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2014 Nomor 11); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 
Tahun 2014 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar 
Nomor 23); 

22. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Karanganyar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerja Sama 
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 
2016 Nomor 6); 

I, • 

18. P e ra tu ran  G ubernur Nomor 79 T ahun  2013 Tentang 
P e tun juk  Pelaksanaan  P e ra tu ran  D aerah  Provinsi 
Ja w a  Tengah Nomor 5 T ahun  2013 Tentang 
Penyelenggaraan Kerja Sam a D aerah (Lem baran D aerah 
Provinsi Jaw a  Tengah T ahun  2013 Nomor 79);

19. P e ra tu ran  D aerah K abupaten  K aranganyar Nomor 14 
T ahun  2009 ten tang  R encana Pem bangunan  Jan g k a  
Panjang D aerah (RPJPD) K abupaten  K aranganyar T ahun  
2005 -  2025 (Lembaran D aerah K abupaten  K aranganyar 
T ahun  2009 Nomor 14);

20. P e ra tu ran  D aerah K abupaten  K aranganyar Nomor 11 
T ahun  2014 ten tang  Pokok-Pokok Pengelolaan K euangan 
D aerah  (Lem baran D aerah K abupaten  K aranganyar T ahun  
2014 Nomor 11 T am bahan  L em baran D aerah  K abupaten 
K aranganyar T ahun  2014 Nomor 11);

21. P e ra tu ran  D aerah K abupaten  K aranganyar Nomor 7 
T ahun  2014 ten tang  Kerja Sam a D aerah  (Lembaran 
D aerah  K abupaten  K aranganyar T ahun  2014 Nomor 7, 
T am bahan  L em baran D aerah K abupaten  K aranganyar 
Nomor 23);

22. P e ra tu ran  B upati K aranganyar Nomor 6 T ahun  2016 
ten tan g  P e laksanaan  P e ra tu ran  D aerah  K abupaten 
K aranganyar Nomor 7 T ahun  2014 ten tan g  Kerja Sam a 
D aerah  (Berita D aerah K abupaten  K aranganyar T ahun  
2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

M enetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KERJA SAMA DAERAH PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1- Pem erin tah  D aerah adalah  P em erin tahan  K abupaten 

K aranganyar.
2. B upati adalah  B upati K aranganyar.
3. Dewan Perw akilan Rakyat D aerah yang selan ju tnya 

d isingkat DPRD adalah  Dewan Perw akilan Rakyat D aerah 
K abupaten  K aranganyar.

4. D irek tur adalah  D irektur R um ah Sakit Um um  D aerah 
K abupaten  K aranganyar.

5. R um ah Sakit Um um  D aerah yang selan ju tnya  disingkat 
RSUD adalah  in stitu si pe layanan  k eseh a tan  yang 
m enyelenggarakan pelayanan k eseh a tan  perorangan  secara 
p a rip u rn a  yang m enyediakan pelayanan  raw at inap, raw at 
ja lan  dan  gawat d a ru ra t milik Pem erin tah  D aerah.

6. B adan  Layanan Um um  D aerah yang se lan ju tnya  disingkat 
BLUD adalah  in stansi di lingkungan Pem erintah yang 
d iben tuk  u n tu k  m em berikan pelayanan  kepada 
m asy arak a t be rupa  penyediaan barang  d a n /a ta u  ja s a  yang 
dijual tan p a  m engu tam akan  m encari k eu n tu n g an  dan



BAB II 
PENYELENGGARAAN DAN PROSEDUR KERJA SAMA DAERAH 

BLUD RSUD 
Pasal2 

(1) Penyelengaran Kerja Sama Daerah BLUD RSUD, meliputi: 
a. Kerja Sama dengan Lembaga 

Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non 
Kementerian; 

b. Kerja Sama dengan Luar Negeri; dan 
c. Kerja Sama dengan Pihak Ketiga. 

dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada pnnsip 
efisiensi dan produktivitas. 

7. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah adalah pejabat 
yang diangkat Bupati untuk mengelola Badan Layanan 
Umum Daerah. 

8. Kerjasama Daerah adalah kesepakatan antara Pemerintah 
Daerah dengan Pemerintah Propinsi, Pemerintah 
Kota/Kabupaten lain, Pihak Luar Negeri, dan Pihak Ketiga 
yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan 
kewajiban yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama. 

9. Pihak Ketiga adalah Lembaga 
Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non 
Kementerian atau sebutan lain, Perusahaan swasta yang 
berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, 
Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan 
lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum. 

10. Mitra Kerjasama adalah Pihak yang bekerjasama dengan 
RSUD. 

11. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum 
Daerah Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya 
disingkat BLUD RSUD adalah Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar 
yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (PK-BLU). 

12. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 
yang selanjutnya disingkat PPK-BLU adalah Pola 
Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas 
berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek 
bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan 
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

13. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau 
dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa 
lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di 
masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh 
pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam 
satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang 
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum 
dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan 
sejarah dan budaya. 

14. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat SETDA 
adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar. 

15. Tim adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk 
membantu dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah BLUD 
RSUD. 

dalam  m elakukan  kegiatannya d id asark an  pada  prinsip 
efisiensi dan  produktivitas.

7. Pem im pin B adan Layanan U m um  D aerah adalah  pejabat 
yang d iangkat B upati u n tu k  m engelola B adan  Layanan 
U m um  D aerah.

8. K erjasam a D aerah adalah  k esepaka tan  a n ta ra  Pem erintah 
D aerah  dengan Pem erin tah  Propinsi, Pem erintah 
K ota /K abupaten  lain, P ihak Luar Negeri, d an  P ihak Ketiga 
yang d ib u a t secara  tertu lis  se rta  m enim bulkan  hak  dan  
kew ajiban yang d ituangkan  dalam  Perjanjian K erjasam a.

9. P ihak Ketiga adalah  Lembaga
N egara /K em enterian /L em baga Pem erin tah  Non
K em enterian a ta u  seb u tan  lain, P e ru sah aan  sw asta  yang 
berbadan  h u k u m  Indonesia, B adan U saha  Milik Negara, 
B adan  U saha Milik D aerah, Koperasi, Yayasan, dan
lem baga di dalam  negeri lainnya yang berb ad an  hukum .

10. M itra K erjasam a adalah  P ihak yang bekerjasam a dengan 
RSUD.

11. B adan  Layanan U m um  D aerah  R um ah Sakit Um um
D aerah  K abupaten  K aranganyar yang selan ju tnya 
d isingkat BLUD RSUD adalah  Perangkat D aerah di
lingkungan Pem erintah D aerah K abupaten  K aranganyar 
yang m enerapkan  Pengelolaan K euangan B adan  Layanan 
U m um  (PK-BLU).

12. Pola Pengelolaan K euangan B adan  Layanan Um um  D aerah 
yang selan ju tnya  d isingkat PPK-BLU adalah  Pola 
Pengelolaan K euangan yang m em berikan  fleksibilitas 
b e ru p a  kele luasaan  u n tu k  m enerapkan  p rak tek -p rak tek  
b isn is yang seh a t u n tu k  m eningkatkan  pelayanan  kepada 
m asy arak a t dalam  rangka  m em ajukan  kesejah teraan  
u m u m  dan  m encerdaskan  keh idupan  bangsa.

13. Aset adalah  sum ber daya ekonom i yang d ikuasai dan  a tau  
dimiliki oleh pem erin tah  sebagai ak iba t dari peristiw a m asa 
lalu  d an  dari m ana  m anfaat ekonom i dan  a ta u  sosial di 
m asa  depan  d iharapkan  d ap a t diperoleh baik  oleh 
pem erin tah  m au p u n  m asy arak a t se rta  d a p a t d iu k u r dalam  
sa tu a n  u an g  te rm asu k  sum ber daya non  keuangan  yang 
d iperlukan  u n tu k  penyediaan ja s a  bagi m asy arak a t um um  
dan  sum ber-sum ber daya yang d ipelihara  k arena  a lasan  
se jarah  dan  budaya.

14. S ek re ta ria t D aerah yang se lan ju tnya  d isingkat SETDA 
adalah  Sekretaria t D aerah K abupaten  K aranganyar.

15. Tim ada lah  tim  yang d iben tuk  oleh B upati u n tu k  
m em ban tu  dalam  m enyiapkan Kerja Sam a D aerah BLUD 
RSUD.

BAB II
PENYELENGGARAAN DAN PROSEDUR KERJA SAMA DAERAH

BLUD RSUD

Pasal 2

(1) Penyelengaran Kerja Sam a D aerah BLUD RSUD, m eliputi :
a. Kerja Sam a dengan Lembaga

N egara/K em enterian /L em baga Pem erin tah  Non
K em enterian;

b. Kerja Sam a dengan Luar Negeri; dan
c. Kerja Sam a dengan Pihak Ketiga.



Pasal 5 

(1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, 
terdiri a tas : 
a. Penentuan prioritas objek yang dikerja samakan; 
b. Pemilihan mitra dan objek yang dikerja samakan; 
c. Penawaran objek yang akan dikerja samakan melalui 

surat penawaran kepada Direktur / Pimpinan BLUD 
RSUD; 

d. Penawaran dilengkapi informasi dan data, paling kurang 
memuat: 
1. Objek yang akan dikerja samakan; 
2. Manfaat kerja sama terhadap daerah; 
3. bentuk kerja sama; 
4. tahun anggaran dimulainya kerja sama; dan 
5. j angka waktu kerj a sama. 

(2) Jawaban penawaran rencana kerja sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf c dibahas oleh Tim. 

Pasal6 

(1) Kerja sama dapat dilakukan atas prakarsa Pihak 
Ketiga/Mitra Kerja Sama, dengan terlebih dahulu 
mengajukan penawaran kepada Direktur/Pimpinan BLUD 
RSUD. 

(2) Penawaran rencana kerja sama atas prakarsa Pihak 
Ketiga/ Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disampaikan untuk selanjutnya dibahas oleh Tim. 

(3) Direktur/Pimpinan BLUD RSUD memberikan jawaban atas 
prakarsa kerja sama tersebut berdasarkan hasil 
pembahasan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

Pasal 4 

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, 
meliputi kegiatan yaitu : 
a. Inventarisasi objek yang akan dikerjasamakan dengan 

berpedoman pada RPJPD dan/ atau RPJMD sesuai dengan 
prioritas yang ditetapkan; 

b. Penyiapan rencana Kerja Sama Daerah BLUD RSUD; 
c. Kajian mengenai manfaat dan biaya Kerja Sama Daerah 

BLUD RSUD; 
(2) Dalam hal objek Kerja Sama Daerah BLUD RSUD belum 

terdapat dalam RPJPD dan/ atau RPJMD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka objek yang akan 
dikerjasamakan dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan 
prioritas. 

Pasal 3 

Prosedur Kerja Sama BLUD RSUD meliputi : 
a. persiapan; 
b. penawaran; 
c. penyiapan naskah Perjanjian Kerja sama; 
d. penandatanganan Perjanjian Kerja Sama; dan 
e. pelaksanaan. 

Dalam rangka penyelenggaraan Kerja Sama Daerah BLUD 
RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
melalui Tim. 

(2) (2) D alam  rangka penyelenggaraan Kerja Sam a D aerah BLUD 
RSUD sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) d ilaksanakan  
m elalui Tim.

Pasal 3

P rosedur Kerja Sam a BLUD RSUD m eliputi :
a. persiapan ;
b. penaw aran ;
c. peny iapan  n ask ah  Perjanjian Kerja sam a;
d. p e n an d a tan g an an  Perjanjian Kerja Sam a; dan
e. pe laksanaan .

Pasal 4

(1) Persiapan  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 3 h u ru f a, 
m eliputi kegiatan  yaitu  :
a. Inventarisasi objek yang ak an  d ikerjasam akan  dengan 

berpedom an pada  RPJPD d a n /a ta u  RPJMD sesuai dengan 
p rio ritas yang d itetapkan;

b. Penyiapan rencana  Kerja Sam a D aerah  BLUD RSUD;
c. Kaiian m engenai m anfaat dan  biaya Kerja Sam a D aerah 

BLUD RSUD;
(2) D alam  hal objek Kerja Sam a D aerah BLUD RSUD belum  

te rd a p a t dalam  RPJPD d a n /a ta u  RPJMD sebagaim ana 
d im aksud  pada  ayat (1) h u ru f  a, m aka objek yang akan  
d ikerjasam akan  d ican tum kan  dalam  RKPD sesuai dengan 
prioritas.

Pasal 5

(1) P enaw aran  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 3 h u ru f b, 
terdiri a ta s  :
a. P enen tuan  prioritas objek yang dikerja sam akan;
b. Pem ilihan m itra  dan  objek yang dikerja sam akan;
c. Penaw aran  objek yang ak an  dikerja sam akan  melalui 

su ra t penaw aran  kepada D irek tu r/P im p inan  BLUD 
RSUD;

d. Penaw aran  dilengkapi inform asi dan  da ta , paling ku rang  
m em uat :
1. Objek yang akan  d ikerja sam akan;
2. M anfaat kerja  sam a te rh ad ap  daerah;
3. b en tu k  kerja  sam a;
4. ta h u n  anggaran  dim ulainya kerja  sam a; dan
5. jan g k a  w ak tu  kerja sam a.

(2) Ja w a b an  penaw aran  rencana  kerja  sebagaim ana d im aksud 
pad a  ayat (1) h u ru f  c d ibahas oleh Tim.

Pasal 6

(1) Kerja sam a d ap a t d ilakukan  a ta s  p rak a rsa  Pihak 
K etiga/M itra Kerja Sam a, dengan terlebih  dahu lu  
m engajukan  penaw aran  kepada D irek tu r/P im p inan  BLUD 
RSUD.

(2) P enaw aran  ren can a  kerja  sam a a ta s  p rak a rsa  Pihak 
K etiga/M itra Kerja Sam a sebagaim ana d im aksud  pada  ayat
(1) d isam paikan  u n tu k  se lan ju tnya  d ib ah as oleh Tim.

(3) D irek tu r/P im p inan  BLUD RSUD m em berikan  jaw aban  a ta s  
p ra k a rsa  kerja sam a te rseb u t b e rd asa rk an  hasil 
p em b ah asan  Tim sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (2).



Pasal 8 

(1) Penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama BLUD 
RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d 
dilakukan oleh Direktur /Pimpinan BLUD RSUD. 

(2) Penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama BLUD 
RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 
dilakukan secara seremonial atau cara lain yang disepakati. 

(3) Naskah Perjanjian Kerja Sama BLUD RSUD sebagaimana 
dimaksud ayat (1) dibuat dalam rangkap sesuai jumlah 
pihak yang melakukan kerja sama. 

Pasal 9 

(1) Pelaksanaan Kerja Sama BLUD RSUD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, harus memperhatikan 
rencana kerja yang disepakati. 

(2) Biaya pelaksanaan Kerja Sama BLUD RSUD diatur lebih 
lanjut dalam naskah perjanjian kerjasama. 

(3) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama BLUD RSUD 
dapat dilakukan perubahan materi Perjanjian Kerja sama 
BLUD RSUD, dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama 
tambahan ( addendum). 

(4) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama BLUD RSUD 
terjadi keadaan memaksa (force majeure) yang 
mengakibatkan hak BLUD RSUD yang harus diterima 
menjadi berkurang atau hilang, maka Direktur/Pimpinan 
BLUD RSUD memberitahukan kepada Bupati, disertai 
dengan penjelasan mengenai: 
a. keadaan memaksa (force majeure) yang terjadi; dan 
b. hak dari BLUD RSUD yang diterima dan/ atau yang tidak 

bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya 
kerja sama. 

Pasal 7 

( 1) Setelah menerima jawaban persetujuan a tau menyetujui 
penawaran kerja sama, Tim membahas r~nc~na ker~a sama 
BLUD RSUD dan menyiapkan naskah Perjanjian Kerja Sama 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c. 

(2) Naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), paling kurang memuat : 
a. subjek kerja sama; 
b. objek kerja sama; 
c. maksud dan tujuan kerja sama; 
d. ruang lingkup kerja sama; 
e. hak dan kewajiban kerja sama 
f. pembiayaan; 
g. jangka waktu kerja sama; 
h. keadaan memaksa (force majeure); 
i. penyelesaian perselisihan ; dan 
j. pengakhiran kerja sama. 

(3) Selain pokok-pokok kerja sama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), dapat ditambahkan rencana kerja yang 
dijadikan lampiran dan ditandatangani masing-masing 
Pihak. 

Pasal 7

(1) Setelah m enerim a jaw aban  p e rse tu ju an  a ta u  m enyetujui 
penaw aran  kerja  sam a, Tim m em bahas ren can a  kerja  sam a 
BLUD RSUD dan  m enyiapkan n a sk a h  Perjanjian  Kerja Sam a 
sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 3 h u ru f  c.

(2) N askah Perjanjian Kerja Sam a sebagaim ana d im aksud  pada 
ayat (1), paling k u rang  m em uat :
a. sub jek  kerja  sam a;
b. objek kerja  sam a;
c. m aksud  dan  tu ju a n  kerja  sam a;
d. ru an g  lingkup kerja sam a;
e. h ak  d an  kew ajiban kerja  sam a
f. pem biayaan;
g. jan g k a  w ak tu  kerja  sam a;
h. keadaan  m em aksa [force majeure);
i. penyelesaian perselisihan  ; dan
j. pengakh iran  kerja sam a.

(3) Selain pokok-pokok kerja  sam a sebagaim ana d im aksud  
p ad a  ayat (2), d ap a t d itam bahkan  ren can a  kerja  yang 
d ijad ikan  lam piran  dan  d itan d a tan g an i m asing-m asing 
Pihak.

Pasal 8

(1) P en an d atan g an an  n ask ah  Perjanjian  Kerja Sam a BLUD 
RSUD sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 3 h u ru f d 
d ilakukan  oleh D irek tu r/P im pinan  BLUD RSUD.

(2) P en an d atan g an an  n ask ah  Perjanjian  Kerja Sam a BLUD 
RSUD sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1), dapat 
d ilakukan  secara  serem onial a ta u  cara  lain  yang disepakati.

(3) N askah Perjanjian Kerja Sam a BLUD RSUD sebagaim ana 
d im aksud  ayat (1) d ib u a t dalam  rangkap  sesuai jum lah  
p ihak  yang m elakukan  kerja  sam a.

Pasal 9

(1) P e laksanaan  Kerja Sam a BLUD RSUD sebagaim ana 
d im aksud  dalam  Pasal 3 h u ru f  e, h a ru s  m em perhatikan  
ren can a  kerja  yang disepakati.

(2) Biaya p e lak san aan  Kerja Sam a BLUD RSUD d ia tu r lebih 
lan ju t dalam  n a sk ah  perjanjian  kerjasam a.

(3) Dalam  p e lak san aan  Perjanjian Kerja Sam a BLUD RSUD 
d ap a t d ilakukan  p e ru b ah an  m ateri Perjanjian Kerja sam a 
BLUD RSUD, d ituangkan  dalam  Perjanjian  Kerja sam a 
tam b ah an  (addendum).

(4) D alam  hal pe laksanaan  Perjanjian Kerja Sam a BLUD RSUD 
terjadi keadaan  m em aksa [force majeure) yang 
m engak ibatkan  h ak  BLUD RSUD yang h a ru s  diterim a 
m enjadi berku rang  a ta u  hilang, m aka  D irek tu r/P im pinan  
BLUD RSUD m em beritahukan  kepada B upati, d isertai 
dengan pen jelasan  m engenai :
a. k ead aan  m em aksa (force majeure) yang terjadi; dan
b. h ak  dari BLUD RSUD yang d iterim a d a n /a ta u  yang tidak 

b isa  d iterim a setiap ta h u n  a ta u  pad a  sa a t berakhirnya 
kerja  sam a.



BABV 

BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH BLUD RSUD 
Pasal 14 

Kerja Sama Daerah BLUD RSUD berakhir apabila: 

a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang 
ditetapkan dalam perjanjian; 

b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai; . 

c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan 
perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan; 

d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar 
ketentuan perjanjian; 

e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama; 

BAB IV 

MEKANISME PENYERAHAN HASIL KERJA SAMA BLUD RSUD 

Pasal 13 

(1) Hasil Kerja Sama Daerah BLUD RSUD dapat berupa uang, 
barang, surat berharga, dan/ a tau bentuk lain yang 
disepakati Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Hasil Kerja Sama Daerah BLUD RSUD yang berupa uang 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Hasil Kerjasama Daerah BLUD RSUD yang berupa barang 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Hasil Kerja Sama Daerah BLUD RSUD yang berupa surat 
berharga dan bentuk lain yang disepakati Para Pihak 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 12 

(1) Penomoran Naskah Kerja Sama Daerah BLUD RSUD 
dilakukan oleh Bagian Pemerintahan SETDA dan disimpan 
di Sekretariat Tim. 

(2) Penyimpanan Naskah Perjanjian Kerja Sama Daerah BLUD 
RSUD dilakukan oleh RSUD dan salinan Naskah perjanjian 
Kerja Sama disampaikan kepada Sekretariat Tim. 

BAB III 
NASKAH KERJA SAMA BLUD RSUD 

Pasal 10 
Bentuk naskah Kerja Sama Daerah BLUD RSUD adalah 
Perjanjian Kerja Sama BLUD RSUD 

Pasal 11 

Penggunaan Kop Naskah Dinas Kerja Sama Daerah BLUD 
RSUD ditentukan oleh para pihak sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB III
NASKAH KERJA SAMA BLUD RSUD 

Pasal 10

B en tuk  n a sk ah  Kerja Sam a D aerah  BLUD RSUD adalah
Perjanjian  Kerja Sam a BLUD RSUD

Pasal 11

P enggunaan  Kop N askah D inas Kerja Sam a D aerah  BLUD
RSUD d iten tu k an  oleh p ara  p ihak  sesua i k e ten tu an  p e ra tu ran
p e ru n d a n g -u n d a n g an .

Pasal 12

(1) Penom oran N askah Kerja Sam a D aerah  BLUD RSUD 
d ilakukan  oleh Bagian P em erin tahan  SETDA dan  disim pan 
di S ek re ta ria t Tim.

(2) Penyim panan N askah Perjanjian Kerja Sam a D aerah BLUD 
RSUD d ilakukan  oleh RSUD dan  sa linan  N askah perjanjian  
Kerja Sam a d isam paikan  kepada S ekre ta ria t Tim.

BAB IV

MEKANISME PENYERAHAN HASIL KERJA SAMA BLUD RSUD

Pasal 13

(1) Hasil Kerja Sam a D aerah BLUD RSUD d ap a t be ru p a  uang, 
barang , su ra t berharga, d a n /a ta u  b en tu k  lain yang 
d isepakati Para  P ihak sesuai dengan k e ten tu an  p e ra tu ran  
p e ru n d an g -u n d an g an .

(2) Hasil Kerja Sam a D aerah BLUD RSUD yang berupa  uang
d ilak san ak an  sesuai dengan k e ten tu an  p e ra tu ran
p eru n d an g -u n d an g an .

(3) Hasil K erjasam a D aerah BLUD RSUD yang be ru p a  barang
d ilak san ak an  sesuai dengan k e ten tu an  p e ra tu ran
perundang -undangan .

(4) Hasil Kerja Sam a D aerah BLUD RSUD yang be ru p a  su ra t
berharga  dan  ben tu k  lain yang d isepakati Para  Pihak 
d ilak san ak an  sesuai dengan k e te n tu an  p e ra tu ran
p e ru n d an g -u n d an g an .

BAB V

BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH BLUD RSUD

Pasal 14

Kerja Sam a D aerah BLUD RSUD berakh ir apabila:

a. te rd a p a t kesepaka tan  p a ra  p ihak  m elalui p rosedur yang 
d ite tapkan  dalam  perjanjian;

b. tu ju a n  perjanjian  te rseb u t telah  tercapai; .

c. te rd ap a t p e ru b ah an  m endasar yang m engakibatkan  
perjan jian  kerja sam a tidak  d ap a t d ilaksanakan ;

d. Salah  sa tu  p ihak  tidak  m elaksanakan  a ta u  m elanggar 
k e ten tu an  perjanjian;

e. d ib u a t perjanjian  b a ru  yang m enggantikan  perjanjian  lama;



BAB VII 
PELAPORAN 

Pasal 19 

Pelaporan Kerja sama Daerah BLUD RSUD, disampaikan 
kepada Bupati, yang terdiri dari: 

a. Realisasi pelaksanaan kegiatan sesuai rencana; 

Pasal 18 

(1) Penyelesaian perselisihan Kerja Sama Daerah BLUD RSUD 
dengan Mitra Kerja Sama dilaksanakan sesuai kesepakatan 
yang diatur dalam perjanjian kerja sama. 

(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian 
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang­ 
undangan yang berlaku. 

BAB VI 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

Pasal 17 

(1) Penyelesaian peselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama 
Daerah BLUD RSUD, dilakukan sesuai kesepakatan yang 
dituangkan dalam perjanjian kerja sama. 

(2) Penyelesaian perselisihan Kerja Sama Daerah BLUD RSUD, 
dilaksanakan dengan cara: 

a. musyawarah; atau 

b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan; 

g. objek perjanjian hilang; 

h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau 

1. berakhirnya masa perjanjian. 

Pasal 15 

(1) Kerja Sama Daerah BLUD RSUD dapat berakhir sebelum 
waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan 
ketentuan: 

a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja 
sama kepada pihak lain; dan 

b. pihak yang mempunyai inisiatif pengakhiran kerja sama 
menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya 
yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama. 

(2) Pengakhiran kerja sama ini tidak akan mempengaruhi 
penyelesaian objek kerja sama yang dibuat dalam perjanjian 
atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama, sampai 
terselesaikannya objek kerja sama tersebut. 

Pasal 16 

Kerja Sama Daerah BLUD RSUD tidak berakhir karena 
pergantian Pimpinan. 

f. m uncu l norm a b a ru  dalam  p e ra tu ran  perundang-undangan ;

g. objek perjanjian  hilang;

h. te rd ap a t ha l-hal yang m erugikan kepentingan  nasional; a tau

i. b erakh irnya  m asa  perjanjian.

Pasal 15

(1) Kerja Sam a D aerah BLUD RSUD d ap a t berakh ir sebelum  
w ak tunya  berd asark an  perm in taan  sa lah  sa tu  p ihak  dengan 
ke ten tuan :

a. m enyam paikan  secara  tertu lis  in isiatif pengakh iran  kerja 
sam a kepada p ihak  lain; dan

b. p ihak  yang m em punyai in isiatif pengakh iran  kerja  sam a 
m enanggung resiko baik  fm ansial m au p u n  resiko lainnya 
yang d itim bulkan  sebagai ak iba t pengakh iran  kerja sam a.

(2) Pengakhiran  kerja sam a ini tidak  ak an  m em pengaruhi 
penyelesaian objek kerja sam a yang d ib u a t dalam  perjanjian 
a ta u  dalam  pe laksanaan  perjan jian  kerja  sam a, sam pai 
te rse lesa ikannya  objek kerja  sam a tersebu t.

Pasal 16

Kerja Sam a D aerah BLUD RSUD tidak  berakh ir karena
pergan tian  Pim pinan.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 17

(1) Penyelesaian peselisihan  dalam  p e lak san aan  Kerja Sam a 
D aerah  BLUD RSUD, d ilakukan  sesua i k esepaka tan  yang 
d itu an g k an  dalam  perjanjian  kerja sam a.

(2) Penyelesaian perselisihan  Kerja Sam a D aerah BLUD RSUD, 
d ilak san ak an  dengan cara:

a. m usyaw arah ; a ta u

b. sesua i dengan p e ra tu ran  p e ru n d an g -u n d an g an  yang 
berlaku.

Pasal 18

(1) Penyelesaian perselisihan  Kerja Sam a D aerah BLUD RSUD 
dengan  M itra Kerja Sam a d ilak sanakan  sesua i kesepakatan  
yang  d ia tu r dalam  perjanjian  kerja  sam a.

(2) Dalam  hal penyelesaian perselisihan  sebagaim ana d im aksud 
pad a  ayat (1) tidak  tercapai, m aka penyelesaian 
d ilak san ak an  sesuai dengan P e ra tu ran  Perundang- 
u n d a n g an  yang berlaku.

BAB VII 

PELAPORAN

Pasal 19

Pelaporan Kerja sam a D aerah BLUD RSUD, d isam paikan
kepada B upati, yang terdiri dari:

a. Realisasi pe laksanaan  kegiatan sesua i rencana;



SEKRETARIS DAERA 
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pada tanggal a.Mst .;2.otq. 
BUPATIKARANGANYAR, 

\~ 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21 

Peraturan Bupati berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar. 

(5) Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

a. Ketua 
b. Wakil Ketua I 
c. W akil Ketua II 
d. Sekretaris 
e. Anggota 

Sekretaris Daerah. 
Asisten Pembangunan. 
Direktur RSUD/Pemimpin BLUD. 
Kepala Bagian Tata Usaha RSUD 
1. Pejabat Keuangan BLUD. 
2. Pejabat Teknis BLUD. 
3. Dewan Pengawas BLUD. 

(4) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh 
Sekretariat Tim paling banyak 5 orang. 

BAB VIII 

PEMBINAAN DAN PENG A WASAN 

Pasal20 

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas Kerja 
Sama Daerah BLUD RSUD. 

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh 
Tim. 

(3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas : 

b. Evaluasi kerja sama; dan 

c. Rencana tindak lanjut. 

-, 
b. E valuasi kerja  sam a ; dan

c. R encana tindak  lanjut.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 20

(1) B upati m elakukan  pem binaan  dan  pengaw asan a ta s  Kerja 
Sam a D aerah BLUD RSUD.

(2) D alam  m elaksanakan  pem binaan  d an  pengaw asan 
sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (1), B upati d iban tu  oleh 
Tim.

(3) Tim sebagaim ana d im aksud  ayat (2) terdiri a ta s  :

a. K etua : Sekretaris D aerah.
b. Wakil K etua I : A sisten Pem bangunan.
c. Wakil K etua II : D irektur RSU D /Pem im pin BLUD
d. Sekretaris : Kepala Bagian T ata  U saha RSUD
e. Anggota : 1. Pejabat K euangan BLUD.

2. Pejabat Teknis BLUD.
3. Dewan Pengawas BLUD.

(4) Dalam  rangka  kelancaran  p e lak san aan  tugas Tim 
sebagaim ana  d im aksud  pada ayat (3) d iban tu  oleh 
S ek re ta ria t Tim paling banyak  5 orang.

(5) Tim dan  Sekretaria t Tim sebagaim ana d im aksud  pada ayat
(3) dan  ayat (4) d ite tapkan  dengan K epu tusan  B upati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21

P era tu ran  B upati berlaku  pada  tanggal d iundangkan .

Agar se tiap  orang d ap a t m engetahuinya, m em erin tahkan  
pengundangan  P era tu ran  B upati ini dengan penem patannya 
dalam  Berita D aerah K abupaten  K aranganyar.

D itetapkan  di K aranganyar 
pada  tanggal 3-h^et

BUPATI KARANGANYAR,

(Xa/V—
JULIYATMONO

D iundangkan di K aranganyar 
pada  tanggal 1 S-Ca'}

SEKRETARIS DAERAI 
KABUPATEN KARANGAf^YAi

BERITADAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR ^


